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ABSTRAKSI 
Artikel ini membahas permasalahan tentang: (1) Bagaimana pelaksanaan pekerjaan 
tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik berdasarkan surat perjanjian kerja 
pemerintah kota malang dengan tenaga harian lepas di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan 
Kota Malang? (2) Apa hambatan yang dihadapi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota 
Malang dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik? 
(3) Apa solusi atau upaya yang dapat dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Malang untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas 
dalam bidang pelayanan publik? 
Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu suatu 
penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam 
kehidupan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang 
diperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan.  Penelitian ini menggunakan metode 
analisa data deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan ketentuan perjanjian 
kerja waktu tertentu dalam pasal 56 undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003, dan dalam pelaksanaanya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sesuai 
Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Dinas 
Daerah. 
Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang melakukan 
pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik dengan cukup 
baik, namun masih perlu ada perbaikan. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah, 
terjadi ketidak sinambungan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan dilapangan; 
perjanjian kerja yang mengikat para pekerja harian lepas kurang mengakomodir kebutuhan 
yang ada, sehingga membuat para tenaga harian lepas ini menjadi malas bekerja. Solusi 
dalam menghadapi masalah pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang 
pelayanan publik di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang adalah, Pemerintah 
Kota Malang perlu membuat Perda kusus yang mengatur tentang ketenagakerjaan; 
Pemerintah Kota Malang juga perlu memberi wewenang Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi untuk memberikan pengawasan terhadap masalah ini; penting bagi tenaga 
harian lepas ini untuk membuat serikat pekerja. 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan, tenaga harian lepas, pelayanan publik 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the issues of : ( 1 ) How casual execution of the work force in the 
field of public service under the agreement the city government working with the casual 
labor in the Department of Hygiene and Malang ? (2) What are the barriers of 
implementation casual labor work in the field of public service? (3) what solutions or 
atempts to do cleaning and landscaping services for the poor cities facing obstacles in 
implementation of non permanent work force in the field of public service? 
 
This study uses the method of juridical - sociological approach is a study that conceptualize 
law as an empirical phenomenon that can be observed in life . In this case , the author refers 
to the juridical implementation of the provisions of the implementation of non-permanent 
work force in the legislation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning 
employment in the field of public service . The type of data in this study is primary data 
and secondary data obtained through interviews and literature study . This study uses 
descriptive data qualitative data analysis is an analysis of data on the starting point of 
information discovery efforts that are expressions of the respondents . This approach is 
done by a certain time employment agreement provisions in article 56 of the laws of the 
Republic of Indonesia Number 13 of 2003 , and in its implementation in the Department of 
Hygiene and in accordance with Article 10 of Malang Malang Regional Regulation No. 6 
of 2012 on Regional Administration Office Job . 
 
From the results of research by the above method , the authors obtained answers to existing 
problems that the Department of Hygiene and implementation Malang doing casual labor 
job in the public service field pretty well , but still need improvements here and there . 
Some of the problems faced is , missmatch occurs between regulations with the fact the 
field ; employment agreement that binds the non-permanent employees are less 
accommodate existing needs , thus making these casual workers became lazy to work . The 
solution to the problem of implementation of non-permanent work force in the field of 
public service in the Department of Hygiene and Malang is Malang Government needs to 
create a specially legislation governing employment ; Malang Government also needs to 
authorize the Department of Manpower and Transmigration to provide oversight of the 
problem this ; important for non-permanent workers to create unions . 
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A. Pendahulan 
Ada banyak bentuk dari hubungan kerja non formal yang dikembangkan 
pemilik modal dan salah satunya adalah buruh harian lepas. Bentuk dari hubungan 
kerja non formal itu bertujuan untuk menemukan sistem yang mampu meningkatkan 
keuntungan perusahaan dengan menekan upah buruh sekaligus menaikkan beban 
kerjanya. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil 
mungkin merupakan prinsip ekonomi kapitalis, dimana buruh hanya dipandang 
sebagai komoditas, merupakan bagian dari mesin produksi yang produktifitasnya 
dihitung melalui sejumlah target hasil dan jam kerja.1 Jika dicari definisi dari tenga 
harian lepas dalam status kepagawaian maka dapat disimpulkan bahwa tenaga harian 
lepas disebut juga sebagai pegawai harian. Pegawai harian adalah orang yang bekerja 
pada suatu lembaga atau pada suatu perusahaan,baik itu perusahaan pemerintahan 
maupun swasta,dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap harinya. Upah 
pegawai harian dibayar setiap hari,setiap satu atau dua minggu atau setiap bulan, 
tergantung kesepakatan atau peraturan perusahaan yang bersangkutan.  
Pegawai harian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pegawai harian lepas, 
pegawai harian sementara, dan pegawai harian tetap. Memang tidak ada aturan baku 
yang membahas tentang pelaksanaan pekerjaan dari tenaga kerja harian lepas ini, 
namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketentuan mengenai hubungan kerja 
antara si pekerja dan si pemberi kerja beserta akibat hukumnya diatur di dalam UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Di 
dalam UUK, kita mengenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu pertama, Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) dan kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(“PKWT”) sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat . Lebih lanjut, 
                                                             
1 Noni, 2008, Sistem Kerja Harian Lepas Pada Buruh Perkebunan Kelapa Sawit (online) 
http://siscamling.wordpress.com (22 November 2013). 
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menurut Pasal 56 ayat (2), pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan 
selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam UUK 
dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitu pada ayat (8) 
disebutkan bahwa: “Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri”. Ketentuan inilah yang kemudian mendasari 
terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (“KEPMEN No. 100 Tahun 2004”).  
Tenaga kerja harian lepas ini banyak digunakan di berbagai lini kerja mulai 
dari perusahaan swasta sampai dengan pemerintah. Dimulai dari BUMD (Badan 
Usaha Milik Daerah) ataupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sering 
menggunakan tenaga lepas harian ini, sampai akhirnya pemerintah mulai 
meluaskannya dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan 
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dantata cara 
yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, bahwa 
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah 
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik, undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan 
yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 
perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat 
memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran 
ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan 
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lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan 
pada pemerintahan dan administrasi publik.2 
Salah satu peran Pemerintah dalam bidang pelayanan publik di Kota Malang 
dapat dilihat pada kinerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang. Sesuai 
dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata 
Kerja Dinas Daerah yang membahas tentang tugas pokok dan fungsi Dinas 
Kebersihan Dan Pertamanan. Pasal ini menjelaskan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. 3  Pelaksanaan 
penyediaan tenaga harian lepas ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 
22 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dalam pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan ini 
mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang4.  
Pada intinya perlu dipikirkan bahwa upah tenaga harian lepas seharusnya 
dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan upah pagawai tetap karena tenaga harian 
lepas ini cenderung buruh kontrak yang tidak memiliki akses untuk mendapat 
pesangon, mereka dikontrak secara terus-menerus, tidak dicakup dalam program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan tidak memiliki kepastian kerja. Untuk 
itu pemerintah di harapkan tampil memberikan keadilan dengan memberikan 
perlindungan tambahan terhadap mereka yang berada dalam posisi lemah ini. 
B. Rumusan Masalah 
                                                             
2 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah 
4 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan 
Barang Atau Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 
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1. Bagaimana pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan 
publik berdasarkan surat perjanjian kerja pemerintah kota malang dengan tenaga 
harian lepas di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang? 
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang 
dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik? 
3. Apa solusi atau upaya yang dapat dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Malang untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga 
harian lepas dalam bidang pelayanan publik? 
C. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang 
dimaksud penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang difokuskan pada 
penelitian lapang yang dilakukan dengan terjun langsung mengunjungi lokasi 
penelitian. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu suatu 
penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati 
dalam kehidupan. Dalam hal ini, secara yuridis penulis mengacu pada ketentuan 
implementasi pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam bidang 
pelayanan publik. 
3. Lokasi Penelitian 
Di dalam pemilihan lokasi penelitian dengan menyangkut pada judul tulisan, 
maka penelitian dilakukan diberbagai tempat seperti: Dinas Kebersihan Dan 
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Pertamanan Kota Malang; dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota 
Malang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Otonomi 
Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Dinas 
Kebersihan danPertamanan ini beralamatkan di Jl Bingkil 1 Malang Jawa Timur – 
Indonesia; Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas Pokok merencanakan, mengatur 
penempatan Tenaga Kerja, melakukan pelatihan Tenaga Kerja, menyelesaikan 
sengketa Tenaga Kerja, memperluas kesempatan  kerja, melakukan pengawasan 
terhadap kegiatan ketenagakerjaan, dalam hal ini juga mencakup pengawasan 
terhadap pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas yang ada di lapangan. 
Pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas itu sendiri merupakan cakupan utama 
dalam pembahasan tulisan ini sehingga dianggap perlu untuk dijadikan objek 
penelitian dalam tulisan ini. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang 
sendiri beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono, Komp. Perkantoran Terpadu Gd. B/III 
Malang. 
4. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer. 
Data ini diperoleh dengan cara melakukan interview yaitu wawancara atau Tanya 
jawab langsung dengan responden, yaitu pegawai, pengurus, ataupun pihak-pihak 
yang mempunyai kewenangan dan aktif di dalam bidang ketenagakerjaan.  
b. Data Sekunder. 
Data-data yang didapat dengan jalan membaca literatur, peraturan perundang-
undangan, artikel, makalah ilmiah serta sumber tertulis yang berupa dokumen-
dokumen resmi yang terdapat di tempat dilakukannya penelitian dalam hal ini adalah 
perusahaan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas. 
5. Teknik Memperoleh Data 
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a. Wawancara  
Studi ini dilakukan dengan kegiatan secara langsung di lapangan atau tempat 
dimana data itu diperoleh yaitu Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang. 
Dalam penelitian lapangan ini metode dan teknik yang digunakan penulis adalah 
wawancara (interview) Yaitu cara pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dengan jalan tatap muka dan tanya jawab secara lisan. Interview yang 
dilakukan dengan bebas terpimpin artinya dengan mempersiapkan terlebih dahulu 
pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diajukan tetapi masih dimungkinkan adanya 
variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan 
interview.5 
b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. 
Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data atau bahan yang bersifat 
teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data-data 
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan pengertian yang dapat 
digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini. Dalam hal ini dilakukan dengan 
jalan membaca, mempelajari, mengumpulkan teori-teori dari buku-buku literatur, 
peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, Koran yang ada hubungannya 
dengan penulisan penelitian tugas akhir ini serta membandingkan dengan kenyataan 
yang ada dalam lapangan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan melihat, 
mengamati dan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang 
berhubungan secara langsung dengan kasus yang diangkat dalam penulisan tugas 
akhir ini. 
6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.6 Dalam 
penelitian ini meliputi para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang 
                                                             
5 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 118 
6Ibid, hlm. 42 
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berkaitan langsung dengan tenaga harian lepas, pegawai Dinas Tenaga Kerja yang 
ada dalam bidang pengawasan tenaga harian lepas. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh elemen yang berkitan dengan pokok penelitian yang berkenaan dengan 
pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas. 
Sampel penelitian menjadi sangat penting peranannya dalam penelitian. Berbagai 
teknik sampel penelitian itu pada hakekatnya adalah cara-cara untuk memperkecil 
kekeliruan penelitian generalisasi dari sampel ke populasi. Hal ini dapat dicapai kalau 
diperoleh sampel yang representative sampel yang benar-benar mencerminkan 
populasinya.7 Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
yaitu suatu teknik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu yang telah 
memenuhi syarat sesuai dengan yang penulis telah tentukan sebelumnya untuk dapat 
dijadikan sampel.8 
D. Pembahasan 
1. Gambaran Umum Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang 
Dalam penulisan ini penulis menyorot salah satu peran Pemerintah dalam 
bidang pelayanan publik di Kota Malang, yaitu dapat dilihat pada kinerja Dinas 
Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah 
Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah yang 
membahas tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan. Pasal 
ini menjelaskan Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang 
kebersihan dan pertamanan.9 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Otonomi 
Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
                                                             
7Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta. 1983 Hlm. 9 
8Ibid. Halaman 97 
9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah 
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dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah yang 
membahas tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan. 
2. Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dalam Bidang Pelayanan 
Publik 
a. Sistem Kerja Tenaga Harian Lepas Di Dinas Kebersihan Dan    Pertamanan 
Kota Malang 
Tenaga harian lepas yang dimaksudkan disini ialah petugas pasukan kuning 
yang ada di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang, hal ini dikarenakan 
tenaga harian lepas ini berhubungan langsung dengan pelayanan publik kepada 
masyarakat terutama dalam bidang kebersihan yakni pengelolaan sampah. 
Pengelolaan sampah di Kota Malang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Malang. Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang didasarkan 
pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata 
Kerja Dinas Daerah, juga pada Keputusan Walikota Malang Nomor 48 tahun 2008 
tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas kebersihan dan pertamanan 
Kota Malang. Mekanisme pengelolaan sampah di Kota Malang. Dalam 
pelaksanaannya dalam bidang pelayanan publik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Malang melakukan berbagai pelayanan publik dalam berbagai macam bidang, 
seperti: bidang kebersihan; bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota; bidang 
pertamanan; dan juga bidang pemakaman. Sitem kerja tenaga harian lepas (pasukan 
kuning) adalah  penyapuan,  pewadahan, pengumpulan,  pemindahan,  pengangkutan  
dan pembuangan  akhir.  
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b.  Peran Tenaga Harian Lepas Dalam Bidang Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sesuai dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik, Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjelaskan tentang ruang lingkup dari 
pelayanan publik itu sendiri yakni mencakup pendidikan,  pengajaran,  pekerjaan  dan 
usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi, lingkungan  hidup,  kesehatan,  
jaminan  sosial, energi,  perbankan,  perhubungan,  sumber  daya alarn, pariwisata, 
dan sektor strategis lainnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada ruang lingkup 
mengenai lingkungan hidup terutama dalam bidang kebersihan.  
Dalam pelaksanaannya dalam bidang pelayanan publik, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Malang melakukan berbagai pelayanan publik dalam berbagai 
macam bidang, seperti bidang kebersihan, bidang penerangan jalan umum dan 
dekorasi kota, bidang pertamanan, dan juga bidang pemakaman. Dalam proses 
proseduralnya melakukan pelayanan publik, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Malang menyerahkan proses awalnya kepada bidang sekertariat dinas ini. Jenis 
pelayanan yang diberikan dapat  berupa pelayanan surat menyurat ataupun pelayanan 
pengaduan masyarakat. Pada akhirnya permohonan masyarakat dapat dilayani dan 
kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada kepala bidang masing-masing. 
                                                             
10 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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Dalam melaksanakan kewajibannya dalam permasalahan lingkungan hidup 
terutama di bidang kebersihan, Pemerintah Kota Malang menyerahkan kewajiban itu 
kepada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang. Hal ini disebabkan karena 
beroperasinya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang didasarkan pada Pasal 
10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas 
Daerah, juga pada Keputusan Walikota Malang Nomor 48 tahun 2008 tentang uraian 
tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang. 
Dalam hal ini penulis mengkhususkan diri dalam ruang lingkup kerja pasukan kuning 
yakni dalam bidang pengelolaan kebersihan. 
Prosedur pelayanan bidang pengelolaan kebersihan sendiri dimulai dari 
masyarakat atau pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Malang kemudian Kepala Dinas akan memberikan perintah 
pelaksanaan kepada Bidang Pengelolaan Kebersihan. Setelah mendapatkan perintah 
dari Kepala Dinas, maka Bidang Pengelolaan Kebersihan akan melakukan pelayanan 
yang dibagi dalam tiga seksi yakni: (1) Seksi Pengangkutan; (2) Seksi Pengelolaan 
TPS dan TPA; (3) Seksi Kebersihan Jalan, Taman dan Makam. 
Melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan bidang pengelolaan kebersihan 
seperti yang diterangkan diatas, maka dapat dilihat pentingnya peran pasukan kuning 
dalam pemeliharaan kebersihan kota, dan memang tidak sepatutnya di sepelekan 
dikarenakan merekalah yang setiap hari, baik pagi, siang dan malam, tanpa lelah 
melaksanakan tugasnya menjaga kebersihan Kota Malang. Pasukan kuning sebagai 
ujung tombak dalam menjaga kebersihan Kota Malang berperan aktif dalam 
pemeliharaan lingkungan hidup di Kota Malang. Peran pasukan kuning ini disebut 
juga dengan pelayanan publik karena bergesekan langsung dengan masyarakat juga 
sikap masyarakat Indonesia yang kurang menyadari akan pentingnya kebersihan. 
Pengadaan pasukan kuning sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan pelayanan 
publik sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
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Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengenai pelayanan atas jasa publik. Apabila 
hal ini dilakukan dalam Kota Malang, pelaksanaan ini sesuai dengan Peraturan Wali 
Kota Malang Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan 
Barang Atau Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dalam pasal 4, 5, 6, dan 
7 Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang atau 
jasa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang11. 
Pengadaan pasukan kuning sendiri dilakukan dengan cara swakelola, dalam 
cara pelaksanaan ini pekerjaan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri dalam 
pemilihan penyedia barang / jasanya. Swakelola dilaksanakan oleh pengguna barang / 
jasa, instansi pemerintah lain, ataupun kelompok masyarakat / LSM. Dalam hal ini 
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang membuka pendaftaran bagi 
masyarakat yang ingin melamar menjadi pasukan kuning dan kemudian diikat dengan 
perjanjian kerja sebagai tenaga harian lepas. 
Memang tidak ada aturan baku yang membahas tentang pelaksanaan pekerjaan 
dari tenaga kerja harian lepas ini, namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 
ketentuan mengenai hubungan kerja antara si pekerja dan si pemberi kerja beserta 
akibat hukumnya diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
beserta peraturan pelaksanaannya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
Ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam UUK dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang 
mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitu pada ayat (8) disebutkan bahwa: “Hal-hal 
lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri”. Ketentuan inilah yang kemudian mendasari terbitnya Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 
Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(“KEPMEN No. 100 Tahun 2004”).  
                                                             
11 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan 
Barang Atau Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 
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c. Hambatan Yang Dialami Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian 
Lepas Dalam Bidang Pelayanan Publik 
Tahap pelaksanaan atau implementasi hukum terjadi hanya setelah undang-
undang ditetapkan dan sumber daya disediakan. 12  Untuk kelancaran implementasi 
hukum, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan rincian yang lebih 
operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Implementasi hukum 
terutama di Negara berkembang, selama ini baru mampu dalam tahap pengesahan 
hukum dan belum dapat sepenuhnya mempu menjamin bahwa yang telah ditetapkan 
tersebut dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak atau perubahan yang 
diharapkan. Disamping itu, perlu diperhatikan tentang pembagunan sumber daya 
manusia mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang 
dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat.13  
Dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan 
publik yang menjadi bahasan utama oleh penulis, peraturan  perundang-undangan 
yang mengatur akan hal itu telah ditetapkan mulai dari undang-undang seperti, UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sampai dengan peraturan 
daerah yang mengatur pengadaannya seperti Peraturan Wali Kota Malang Nomor 22 
Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi 
perbedaan terhadap regulasi yang ada. 
Semisal dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang pelayanan publik, dimana peran serta masyarakat dalam menjaga 
                                                             
12Mac Andrews, Colin Dan Ichlasul Amal, Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 15. 
13Mumandar A.S, Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Kerangka Pembangunan 
Nasional, PPm, Jakarta, 1981, hlm 17. 
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terpeliharanya  sarana,  prasarana, dan / atau fasilitas pelayanan publik. Dalam hal 
menjaga terpeliharanya lingkungan hidup terutama kebersihan, masyarakat kurang 
peduli terhadap kebersihan lingkungannya sendiri. Masyarakat terbiasa pasif sehingga 
memperberat kerja dari pasukan kuning yang bertugas menjaga kebersihan Kota 
Malang. Di lain hal, dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 sendiri memang 
mengatur tentang perjanjian kerja yang mengikat para tenaga harian lepas yang ada di 
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang dalam format Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, namun dalam pelaksanaannya sendiri sering terjadi ketidak 
sinambungan. Dalam perjanjian kerja para tenaga harian lepas ini para pasukan 
kuning mendapati berbagai kesulitan seperti: Status kerja; Upah yang rendah; 
Perlindungan Kesehatan, Keselamatan, dan Kecelakaan Kerja. Berbagai 
permasalahan yang timbul dikarenakan terjadinya ketidak sinambungan antara 
peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya. Perjanjian kerja yang mengikat para 
pekerja harian lepas kurang mengakomodir kebutuhan yang ada, sehingga membuat 
para tenaga harian lepas ini menjadi malas bekerja.  
d. Alternatif dan Solusi menghadapi Permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan 
Tenaga Harian Lepas Dalam Bidang Pelayanan Publik 
a) Urgensi Dibuatnya Perda Tentang Ketenagakerjaan Khusus Kota Malang 
Pemerintahan Kota Malang sendiri tidak memiliki Perda yang mengatur 
tentang ketenagakerjaan, padahal daerah tetangga yakni Pemerintah Kabupaten 
Malang telah memiliki aturan sendiri tentang perjanjian kerja yang ada dalam Pasal 
53 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Di 
Bidang Ketenagakerjaan. Pasal ini menyebutkan, Pengawasan dan pembinaan di 
bidang ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku meliputi :  
a.  pengawasan norma kerja ;  
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b.  pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).  
Tidak cukup mengatur tentang pengawasan, Peraturan Daerah diatas juga 
mengatur tentang tata laksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan 
PKWT dapat dilihat dalam pasal 13, 14, 15, 16, 17 dimana terdapat aturan 
pelaksanaan PKWT. Juga yang terpenting dalam pasal 17 menyebutkan, “Perjanjian 
kerja waktu tertentu wajib didaftarkan pada Dinas .”14  Sehingga disini berarti Dinas 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang berperan langsung dan aktif 
dalam pengawasan pelaksanaan PKWT yang terjadi di daerahnya. Melihat ini 
Pemerintah Kota Malang semestinya bercermin kepada regulasi pemerintahan daerah 
tetangga dan mulai memikirkan untuk membuat perda yang mengatur masalah 
ketenagakerjaan. 
b) Urgensi Adanya Pengawasan Dari Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi 
Kota Malang Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dalam 
Bidang Pelayanan Publik 
Karena Pemerintahan Kota Malang tidak memiliki Perda tersendiri yang 
mengatur masalah ketenagakerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas 
yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang tidak memiliki aturan 
yang tetap sehingga dalam pelaksanaannya ini sering muncul ketidak sinambungan 
antara perjanjian kerja yang ada dengan pelaksanaan pekerjaannya. 
Seharusnya disinilah penting adanya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi Kota Malang dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas. 
Namun pada kenyataanya karena tidak ada Perda tersendiri yang mengatur masalah 
ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang tidak 
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Ketenagakerjaan 
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memiliki wewenang penuh dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan tenaga harian 
lepas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 
Alasan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, ialah 
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kekuatan sendiri dalam 
melakukan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaannya. Sehingga Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sendiri tidak memiliki wewenang penuh dalam 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas yang ada di dinas lain. 
Padahal bagaimanapun juga tenaga harian lepas yang ada di Dinas Kebersihan Dan 
Pertamanan adalah tenaga kerja yang memiliki perjanjian kerja dan hak yang sama 
seperti halnya dengan tenaga harian lepas yang bekerja di lembaga non pemerintah 
atau swasta, perjanjian kerja dan hak ini seharusnya juga mendapat pengawasan dari 
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 
Paling tidak Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi membuat data evaluasi 
bagi tenaga harian lepas tiap tahunnya, dimana catatan ini memuat jumlah tenaga 
harian lepas yang perjanjian kerjanya diperpanjang dan yang tidak diperpanjang. 
Dimana data evaluasi ini juga tidak dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Malang, selama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan serta merta 
memasukan dan mengeluarkan tenaga harian lepas tanpa mendata tenaga harian lepas 
mana yang perjanjian kerjanya diperpanjang dan tidak diperpanjang atau bahkan 
dipecat begitu saja. 
Seharusnya ada kerjasama, baik Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota 
Malang, juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.  Kedua dinas ini 
seharusnya saling membantu dan bersinergi untuk melakukan pencatatan data 
evaluasi tenaga harian lepas ini. Sehingga terjadi check control and balance mengenai 
pengawasan pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas, demi terjadinya keteraturan 
dalam organ pemerintah ini melakukan perjanjian kerja dengan warga masyarakat. 
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Pengawasan perjanjian kerja tenaga harian lepas ini penting, dimana 
seharusnya diperlukan data yang rinci mengenai tenaga harian lepas mana yang 
perjanjian kerjanya diperpanjang, dan tenaga harian lepas mana yang perjanjian 
kerjanya tidak diperpanjang setiap tahunnya. Pada nantinya data ini dapat 
menghasilkan parimeter kinerja tenaga harian lepas mana yang layak diperpenjang 
masa kerjanya dan mana yang tidak, sehingga tenaga harian lepas sendiri memahami 
dalam pekerjaannya target mana yang harus dicapai agar tenaga harian lepas sendiri 
tidak bekerja asal-asalan. 
c) Urgensi Dibuatnya Serikat Pekerja Bagi Para Tenaga Harian Lepas 
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas 
sering terjadi dikarenakan banyak tenaga harian lepas / pekerja ini yang kurang 
memahami aturan / hukum yang berlaku, dikarenakan itulah penting bagi tenaga 
harian lepas ini untuk membuat serikat pekerja. Pada kenyataan dilapangan para 
tenaga harian lepas yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang ini 
tidak satupun ada yang membentuk serikat kerja ataupun berinisiatif unutk 
membentuknya. Banyak di antara para pekerja yang masih awam tentang dunia 
Serikat Pekerja (SP). Kurangnya informasi yang di miliki tentang Serikat  pekerja 
tidak jarang membuat pekerja itu sendiri kerap menjauh dari serikat pekerja bahkan 
mengalami phobia. Kondisi ini semakin diperparah oleh image atau pandangan yang 
negatif terhadap Serikat Pekerja. 
Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (7) Undang-undang no. 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi 
yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung 
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sesuai dengan 
pasal 102 UU no. 13  tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja 
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dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi 
secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut 
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 
keluarganya. 
d) Urgensi Dibuatnya Peraturan Yang Mengatur Secara Rinci Tentang 
Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan 
Pertamanan Kota Malang 
Tidak seperti Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2008 Tentang Tata 
Kerja Dinas Daerah sebelumnya, yang memiliki aturan pelaksanaan khusus untuk 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang tercantum pada Keputusan Walikota Malang 
Nomor 48 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas 
kebersihan dan pertamanan Kota Malang, sehingga standar operasional dan standar 
pelayanan minimum dinas tertuah dalam aturan tertulis yang jelas. Pada Pasal 10 
Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah, 
belum memiliki aturan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sehingga sampai saat ini peraturan ini 
masih terasa bias dalam pelaksanaannya dengan peraturan yang lama. 
Diharapkan Pemerintah Kota Malang Mulai memikirkan untuk membuat 
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 Tentang 
Tata Kerja Dinas Daerah melalui Keputusan Walikota tentang Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan, seperti halnya peraturan yang lalu yakni Keputusan Walikota Malang 
Nomor 48 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas 
kebersihan dan pertamanan Kota Malang. Gunanya agar terciptanya keteraturan 
dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, sehingga 
dapat memunculkan kembali standar operasional dan standar pelayanan minimum 
dinas yang sesuai dengan peraturan yang baru. 
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E. Penutup 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik 
antara lain sebagai berikut:  
A. Pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang pelayanan publik 
di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang adalah: 
a) Dalam pelaksanaannya dalam bidang pelayanan publik, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Malang melakukan berbagai pelayanan publik dalam berbagai 
macam bidang, seperti: bidang kebersihan; bidang penerangan jalan umum dan 
dekorasi kota; bidang pertamanan; dan juga bidang pemakaman. 
b) Sitem kerja tenaga harian lepas (pasukan kuning) adalah  penyapuan,  pewadahan, 
pengumpulan,  pemindahan,  pengangkutan  dan pembuangan  akhir.   
c) Pengadaan pasukan kuning di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan sendiri 
dilakukan dengan cara swakelola, Dalam hal ini Dinas Kebersihan Dan 
Pertamanan Kota Malang membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin 
melamar menjadi pasukan kuning dan kemudian diikat dengan perjanjian kerja 
sebagai tenaga harian lepas.  
d) Perjanjian kerja yang mengikat tenaga harian lepas ini dibuat dalam bentuk 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 
B. Hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas dalam bidang 
pelayanan publik di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang 
adalah: 
a) Dalam hal menjaga terpeliharanya lingkungan hidup terutama kebersihan, 
masyarakat kurang peduli terhadap kebersihan lingkungannya sendiri. Masyarakat 
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terbiasa pasif sehingga memperberat kerja dari pasukan kuning yang bertugas 
menjaga kebersihan Kota Malang. 
b) Adanya kerancuan hukum yang terjadi setelah munculnya Peraturan Daerah Kota 
Malang No. 6 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah 
c) Perjanjian kerja yang mengikat tenaga harian lepas memiliki beberapa kelemahan 
seperti: status kerja; upah yang rendah; perlindungan kesehatan, keselamatan, dan 
kecelakaan kerja. 
d) Perjanjian kerja yang mengikat para pekerja harian lepas kurang mengakomodir 
kebutuhan yang ada, sehingga membuat para tenaga harian lepas ini menjadi 
malas bekerja.  
C. Solusi dalam menghadapi masalah pelaksanaan pekerjaan tenaga harian 
lepas dalam bidang pelayanan publik di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan 
Kota Malang adalah: 
a) Pemerintah Kota Malang perlu membuat Perda kusus yang mengatur tentang 
ketenagakerjaan.  
b) Pemerintah Kota Malang juga perlu memberi wewenang Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan 
tenaga harian lepas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Paling tidak Dinas 
Ketenegakerjaan dan Transmigrasi membuat data evaluasi bagi tenaga harian 
lepas tiap tahunnya, dimana catatan ini memuat jumlah tenaga harian lepas yang 
perjanjian kerjanya diperpanjang dan yang tidak diperpanjang.  
c) Penting bagi tenaga harian lepas ini untuk membuat serikat pekerja, karena pada 
kenyataan dilapangan para tenaga harian lepas yang ada di Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Malang ini tidak satupun ada yang membentuk serikat kerja 
ataupun berinisiatif unutk membentuknya. 
d) Penting untuk dibuatnya Peraturan Yang Mengatur Secara Rinci Tentang Uraian 
Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota 
Malang. 
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2. Saran  
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan 
Dan Pertamanan Kota Malang dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian lepas 
dalam bidang pelayanan publik, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara 
lain sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah Kota Malang, semestinya berkaca pada regulasi daerah 
tetangga yakni Pemerintah Kabupaten Malang yang telah memiliki aturan 
sendiri tentang perjanjian kerja yakni dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Malang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan. 
2. Bagi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, agar lebih memperhatikan kembali 
kepentingan pekerja-pekerja harian lepas yang dimilikinya. Supaya 
mempertimbangkan untuk menaikan upah agar sama dengan penghasilan 
pekerja tetap bahkan kalau bisa lebih, karena pekerja harian lepas ini tidak 
memiliki jaminan kesehatan keselamatan, dan kecelakaan kerja. Juga untuk 
memberikan pekerja harian lepas ini honor tambahan untuk inisiatif kerja, 
agar pekerja lebih giat dalam bekerja sehingga target yang dimiliki Dinas 
Kebersihan Dan Pertamanan dapat dengan mudah tercapai. 
3. Bagi Pasukan Kuning yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Malang, agar memahami pentingnya untuk  membentuk serikat pekerja. 
Karena permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tenaga harian 
lepas sering terjadi dikarenakan banyak tenaga harian lepas / pekerja ini yang 
kurang memahami aturan / hukum yang berlaku. 
4. Bagi masyarakat umum, untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan bersama-
sama dengan pasukan kuning menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada 
di daerahnya, sehingga memupuk jiwa peduli lingkungan ke dalam setiap 
individu masyarakat.  
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